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WALI KOTA MEDAIT
PROVINSI STIMATERA UTARA

FERAfiJRAN SIALI I(OTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018.

TENTANG,

SEKOLAH DASAR
NEGERI FADA DINAS PENDTDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAI]MAT TUHAN YANC MAHA ESA

WALI KOTA MED.CN,

Menimbang : bah\a'a untuk melaksanakan keterrtual Pasal .15

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikar-r
Kota Medan, periu membentuk Peraturan Wali Kota
tentan8 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekoialr
].)asar Negeri Pada Dinas Fendidikan Kota Medan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat {6) Undang Undang Dasar Negai-a
Repubhk Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undaag Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota llesar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsl Sumatera
Utara (l,embaran Negala Republik indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambal.ran l,embaran
Negara Repub)ik Indonesia Nomor 1092J;

3. Llndaag-Undatrg i'Iomor 20 Tahun 2003 tenrang
Sistem Pendidikan Nasional (lfmbarar Negara
Repubiik lndonesia Tahun 2003 Nomor 73,
Tambahan l,embaralr Negara Fepublik Indoncsia
Nomor 4301);

,1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenrang
Pelayanan Publik f,embarcn Negara RePublik
lndonesia Tahun 2alo9 Nomor I12, Tambailarl
kmbaral Negara Republik lndonesia Nomor 503B);

5. Undalg-Undang Nomor 5 Tabu, 2014 telltang
Aparatur Sipil Negara (kmbara'ri Negata Reputrlik
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8.

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir
dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
teDtang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentarg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurr 2015 Nomor 58, Tambahan t€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrnirristrasi Pemerintahan (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluassn Daerah Kotarnadya Medan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 5o Tahufl 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardhding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematalg Bandar, Huta
Bayu Raja Da.rl Ujung Padang Di Wilayalr
Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Kecamatan Parbuluar Di Wilayah Kabupaten
Daera} Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayarg, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamad-""a
Daerah Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (l€mbE arl
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

tentang Pembentukan 18 (Delapar Belas)

KecaEatan Di wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat It Sima.lungun, Dairi, Tapanrrli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Taparuli Tengah,
Nias, l,angkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dajarD Wilayah Propinsi Daerah
Tlnckal I .sr-1tT . uq:1^l*i!=X. Negara

9.
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11, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikar (hrabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norr,or 41,
Tambahal Lembaran Negam RepubLik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana teLah diubal dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20i5
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenta-ng Standa-r
Nasional Pendidikan (i,embaran Negara RepubLk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Taftbahan
Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 5670);

12- Peraturar Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaar pendidikal (Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Talun 2oo8 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Talun 2010
tentarg Pengelolahan dan Penyelenggaraart
Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerinta-h Nomor 66 Taiun 2010 tentar.g
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2Ol0 tentang Pengelolahan dan
Penyelenggaraan Pendidikal (Lembaran Negala
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor I12,
Tambahan Ltlbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

ran Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Talun 2017 tentang Pedoma, Pembentukan Dan
KlasiEkasi Cabang Dinas Dan Unit Pela.l{sana
Telirris Daerai (Be ta Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

a

16
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17. Peraturan Dae.ah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang PeEbentukan Perangkat
Daemh Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medal
Tahur 2016 Nomor 15, Tambahan Irmbaran
Daerah Kota Medar Nomor 5);

18. Peratural WaIi Kota Medan Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentaDg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Darl Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
fBerita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan WaIi Kota Medan
NoBor 1 Talun 2017 teotang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Keda Peraflgkat Daerah (Berita Daeral Kota Medan
Talun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 58 Taiun 2017
teatang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medaa (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 58);

. MEMUTUSKAN:

MetretAPlGn : PERATURAN WALT KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UMT PEI,AKSANA TEKMS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengsn:
1. Daerah adala! Kota Medan.

2. Pemerintahaa Daeratr adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahal oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tLlgas pernbsntuarl
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalao sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dlmaksud
dnlem Undang-Undang Dasar Negara Republik ladonesia
Tahun 1945.

3. Peldeiinta]l Daerah adalah wali Kota sebagai un6ur
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5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.

6. Xepala Dilas adaiah Kepala Dinas pendidikar Kota Medan.

7. Selsetaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

8. Sekolah Dasar Negeri yang selarjutnya disingkat SD Negeri
adrlFh satuan pendidikan formal tingkat dasar;

9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas
temba-han sebagai kep,ala sekolah;

10. Unit Pels-ksana Telois yang selanjuhya disingkat UPT adatalr
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Peudidikan Kota Medan,

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGAMSASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal2

(1) wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan
Dinas.

(2) UPT sebagaimana yang dima-ksud pada ayat (I) terdapat dalam
laopiran I J.ang merupaka-n bagiar yang tidak terpisalkan dari
peraturan wali kota fud.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dar Fungsi

Pa-ragaf 1

Kedudukan

Pasal 3 '

(1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPI yang berada di
lingkungan Dinas.

(2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimaaa dimaksud Pada ayat (1)

dipimpin oleh seoralg pejabat fungsional guru yallg diberi tugas
taEbahan sebagai Kepala UI/I yang berkedudukal di bawah dan
bortarggungiawab kepada Kepa.la Dinas melalui Selcetaris.



6

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

IJPI Sekolah Dasar: Negeri mempunyai tugas menyelenggam.kan
proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup
pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-
undangar.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tuges sebagaimana dimatsud dalam
Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a. menyelenggaralan kegiatan pendidikan;
b. me4bina kesiswaan;
c. melaksanaksn bimbingaa dan penilaial bagl guru dan tenaga

kependidikart lainnya;
d. menyelenggara-ka:: adrninisFasi sekolah;
e. merencanalan pengembangal, pendayagunaaa, dan

pemehiharaal sarana prasarana;
i melaksanaka-n hubungan sekolah dengal lingkungan, orang tua

dan/masyarakat;
g. melaksanakan relrutmen siswa berdasarkan peraturar

perundang-undangan; dan
h. melalsanakan tugas-tugas Lain _yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Ketiga
Susunara Organisasi

Pasa.l 6

(1) Strukhr Orgarisasi UPT Sekola-h Dasar Negeri terdiri atas:
a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
b. Kepala Tata Usaha: ,
c. Kepala Perpustakaar;
d. (elonpok Jabat l Fungsional Guru dan fungsiona-l lainnya;

dan
e. Pelaksana,

(2) Baga! stmktur organisasi UPI Sekolah Dasar Negeri
sebageilnana dimaksud pada ayat (1) tercaltum dalam lalllpirart
ll Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

f
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t1\

Pasal 8

Jabatan kepala perpustakaar sebagaiEana dimal<sud da.lam
Pasal 6 ayat (1) huruJ c, direalisasikan pengisian jabatannJ'a
berdasarkan kebutuhan riil dall perpustakaannya telah
memenuhi stardar serta sesuai dengaa peraturan perundalg-
undangar.

Jabatan sebagaiErana dimaksud pada ayat (1), dipimpir oleh
seorarg pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat
fungsional lainrrya yang diberi tugas tamba}ran untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola
perpustakaar, dan bertangungiaE?b kepada Kepala UPL

T\:gas, fungsi dan tanggungiawab sebagaimana pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepa-la UPT berdasarkan peraturaE perundang-
undanga-n.

Pengangkatan kepala perpustakaal dilal<sana-kan oleh Kepala
Dinas berdasarkar usula! dari Kepala UPI berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagial Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

P:sal 9

Uraian TugEs Kepala UPT Sekolal Dasar Negeri adalah :

a. merencanalGn program dan kegiatan pembelaiaran Sekolah
Dasar Negeri dengan mempedomard renca.na umum kota, rencara
strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk
terla]<sa-uanya sinergitas perencanaan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, ala.lisis
jabatar, ana-tisis beban ke!a, evaluasi jabatan, dan standar
Iainnya tingkup Sekolai Dasa.r Negeri untuk ditetapka, lebih
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan
tugas secara optirroal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaiaJr, penghargaan, dal

(3)

(4)

7
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f. mengalalisis tantangan, peluang, kekuabn, dar kelema.han

h.

sekolai;
melalsanslan analisis dan keputusan anggara-n sekolah serta
I(ePu yn penting Laimya dengan meliba tkan guru, komile
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
melaksalakan komunikasi secara proaktif dan persuasif u tuk
mencipta-kan dukungal intensif da:-i orang tua peserta didik dan
masyalakat;
menjaga darl Eeningkatkar motivasi kerja pendidik dan tenaga
kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian
pengharga-ar atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peratura:r
dan kode etik;
menciptakan lingkulgan pembelajaran yang efektif bagi peserta
didik;
melalsanakan fugas dan tanggung Jawab atas perencanaan
partisipatif mengenai pelalsanaan kurik-ulum;

k.

l_

o.

p.

n.

L melaksana.kan dan merumuskan program supervisi, sena
memanfaatkal hasil superjrisi untuk meningkatkal kinela
sekolah;
melalsanakal penjrusunan darl memutuskan tata te.Lib proses
belajar mengajar dengan melibatkar pihal< terkait untuk
meningkatkan mutu pendidikal berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan
visi pembelajaran yang dikomunikasika-n dengan baik dan
didukung oleh komuniras sekolai:
membantu, membina, dan mempertahankan lingkungal sekolalr
dan program peDbeLajaran yang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan dengar memberi teladan dan menjaga nama balk
lembaga dan pmfesi;
melaksarakaD malajemen organisasi dan pengoperasian sumber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, efisien dan efeldif;

q. menjalin kerl'a sama denga! orang tua peserta didik dan
masya-ral<at, darr komite sekolal menanggapi kepentingan dan
kebufuhan komunitas yang beragarrr, daD memobilisasi sumber
daya Easyarakat;

r. melaporkan hasil pel,aksanaar tugas kepada kepala dinas; dar
s. melaksanakan tugas-tugas lah yarg diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepa.la Tata Usaha

Pasai 10
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meByiapkan bahan kebiiakan telads operasional, standar
operasioDal prosedur, standar kompetensi jabatan, analieis
jabatan, enclisis betnn ke!'s, evatuasi jabatan, darl standar
Iainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepaia DinEs sehingga terselenggaranya alfti]ritas dan
tugas secara optimal;
membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakarr/pemmsesar kedisipliran Pegawai ASN (reuard and.
puni.shnenti lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk keLancaran
tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas pe.aturan
perundang-u:rdangan;
melakukan pengoordinasian dan penyeliaal urusal pembukuan,
verifikasi, penghitulgan anggaran, darr pertanggungiawaban
anggaran Sekolah Dasar Negeri;
melakukaa urusan kepegawaian dan pengembarrgel pegawai di
liigkungan Sekolah Dasar Negeri;
melakulal pengoordinasian dan penyeliaar uru san pem bayara n
beiarja pegawai, belanja barang, belanja modal, dart pembal.aran
lainnya;
melakuka[ peflgelolaan data dan iEformasi pegawai;
melakutan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik da-n tenaga
kependidikan;
melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan
peEberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
melakukaa urusan pengelolaan persuratal, perpustakaan, dan
kearsipaa;
melakukan urusan publikasi darl dokumentasi;
melal<ukan penJmsunan rencana kebutuhan, pengadaa:r,
peneriEaan, inventarisasi, p€nyimpana4, penghapusan dan
peadistribusian barang milik daeralt;
mel,akukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keaEarlan,
ketertibEa, ketrereihan, dan keindahan di lingkungaa Sekolah
Dasar Negeri;
melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
melaksanakan hubungan kerJa sama dengan orang tua peserta
didik dan masyaralat;
meLaporksn hasil pelaksalaan tugas kePada
Dasar NeBeri; dar
metraksanakan tugas kedinasan lainnya yarg

Kepala Sekolah

ditugaskan oleh

e.

t

h.

d

n.
o.

P.

q.

1.

j

k.
l.

Kep+UPT.

' Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Da.(I fungsional lainnya

Pasal 1 I

Uraian Ttrsas Kelompok iabatan Fungsionsl Guru Dan fungsion-al
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b. melaporkar hasil pelaksanaa::r tugas kepada Kepala UpT; dan
c. melaksalakal tugas lain yang diberikarr oleh Kepala UPT.

(1)

(2t

BagiaII Keempat
Pel,aksana

Pasal 12

D lingkungan t PT dapat ditempatkaa jabatan Pelaksara
berdasarkan kebutuhan dari hasil ana-lisis jabatan dan a.nalisisi
beban kefa den sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-
undangan;

Jabatan pelatsana mempunyai tugas melaksanakan tugas teldris
operasional yang menjadi tugas dar talggungiawabnya selalu
jabatan pelaksala s€suai dengal uraian tugas dari hasfl analisis
jabatan dan alalisis beban kerja berdasarkafl peraturar
perundeng-undangan;

Pada UPT dapat diEngkat Bendahara Pembantu atau Bendalara
l^ainnya yang Eerupakan jabatan Pelaksana berdasa-rkar
Peraturan Perundang-ufldangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasa.l 13

Dalam rangka meningkatka! -kualitas pelayara.n pendidikan
formal maka Kepala Dinas mengeva-luasi dan/atau menetaPkan
standar pelayalan, standar operasional prosedur, kotal
pengaduan, serta secara berkala melal<sanakan survei Kepuasal
Masyarat€t (SKM) pada S€kolah Dasar Negeri berdasarkan
peraturan p€rundang- u ndangan

Dalam mel,aksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinlsonisasi untuk
terselenggaianya proses belajar mengajar dan pelayanan
pendidikan berdasarkan peratura! perundang-undangan.

I(epala UPt vajib mengawasi bawatEnnya dan bila tedadi
penyimpangm agar menga-@bil tangkah-langkah yang diperlukart
sesuai dengan peraturafl perundang-undangar.

Kepala UPT bertanggung jBwab T:":Tpi.' d..:"1*-.::_t:3"H

{3)

(1)

12\

(3)

(4)
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(st

(6)

17l

(8)

Kepala UPt wajib mengikuLi dan mematuhi peraturan perundang
undangan dan bertanggung jauab kepada Kepa.la Dinas dax
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap lapora.n yang diterima oleh (epala UPT dari bawahannya.
wajib diolah darr dipergunalar sebagai bsltan untuk penl,usunan
laporan lebih lanjut dan bahar untuk memberikan petunjuk
kepada bawahamya.

Kepala UPf dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas,
tembusan laporalr wajib disampaikar kepada satuan organrsasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam raagka kel,ancaran pelal<sanaal tugas Kepala UPI
memberikal bimbing@ kepada bawahan dan wajib mengada-kan
rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemturan wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkar.

ACar Eetiap orang dapat Eengetaluirya, uemerintalkan
pengundangan Peraturan WaIi Xota ini dengan peaempataff]'a
dala-m Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medar
pada targgal 14 Februad 2018

WAU KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundalgkan di Medan
pada tanBBal l4 Febrdari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

c
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